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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
terhadap Permendagri No.20 tahun 2018 di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalam observasi, wawancara dan dokumen atau arsip. Merode yang digunakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa
Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa hampir sesuai dengan aturan yang ada yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018.
Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada dasarnya sudah menerapkan Permendagri
No0.20 Tahun 2018, hanya saja di dalam tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena
dalam perubahan DPA menjadi DPPA dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran prosesnya hanya mengacu pada
aplikasi SISKUDES saja. Selain itu laporan tentang realisasi kegiatan pelaksanaan disampaikan pada akhir tahun anggaran,
yang seharusnya laporan ini-harus disampaikan setelah selesai kegiatan.

Kata kunci: Pengelolaan APBDes, Permendagri N0.20 Tahun 2018, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan, Pertanggungjawaban.

Abstract: This study aims to determine the suitability of the Management of Village Budget Revenue and Expenditure against
Permendagri No.20 of 2018 in Watumea Village, Eris District, Minahasa Regency. The data collection techniques used are
observation, interviews and documents or archives. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The
results of this study indicate that the Management of the Village Budget in Watumea Village, Eris District, Minahasa Regency
is almost by existing regulations, namely Permendagri No.20 of 2018. At the planning, administration, reporting, and
accountability stages, they have implemented Permendagri No.20 of 2018, it's just that the implementation stage is not by
Permendagri No.20 of 2018 because in changing the DPA to DPPA in the activity plan document and the budget process
only refers to the SISKUDES application. In addition, reports on the realization of implementation activities are submitted
at the end of the fiscal year, which should be submitted after completion of the activity.

Keywords: APBDes Management, Permendagri N0.20/2018, Planning, Implementation, Administration, Reporting,
Accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas di bidang Akuntansi yang bertujuan menyediakan
Informasi Keuangan Pemerintah dalam bentuk pencatatan dan pelaporan transaksi Keuangan Pemerintah.
“Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat.
Dalam pemerintahan, pengelolaan keuangan bukan hanya tugas pemerintah pusat saja tapi merupakan tugas di
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daerah maupun desa. Desa adalah ujung tombak pembangunan Indonesia, baik dalam bidang pembangunan,
pemerintahan, kemasyarakataan, maupun tugas-tugas yang meliputi kehidupan masyarakat. Desa diberikan
kewenangan untuk mengurusi tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu pemerintah desa diharapkan
secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya
pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik desa. Pengelolaan keuangan daerah atau desa
memiliki beberapa asas yang harus dilakukan untuk menjadi norma dan prinsip dasar yang harusnya menjadi
acuan agar pengelolaan dana ataupun keuangan daerah/desa dapat mencapai tujuan dan sesuai aturan pemerintah.
“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”, Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 20 Tahun 2018. Asas-asas umum pengelolaan keuangan ini yang membuat pemerintah daerah/desa untuk
melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, transparan, taat pada peraturan, efisien, dan
bertanggungjawab untuk masyarakat.

Desa Watumea yang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Eris Kabupaten
Minahasa yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian dan peternakan. Ada program yang
telah di buat dengan anggaran yang berasal dari dana desa untuk memberikan kesejahteraan kepada
masyarakatnya baik untuk masalah pembangunan desa ataupun kebutuhan masyarakat. Namun masih banyak
yang belum sesuai dengan arahan dan aturan-dari pemerintah yaitu Permedagri No. 20 Tahun 2018. Adanya
pengelolaan yang baik dan benar sangat diperlukan untuk menujukan pertanggungjawaban pemerintah maupun
masyarakat. Karena itu pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea
Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:01) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi,
mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat
menghasikan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihakpihak yang
berkepentigan. Hasil dari suatu proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari
proses akuntansi tersebut harus dapat menjawab kebutuhan umum para pemakainya. Oleh karenanya laporan
keuangan suatu perusahaan baik profit maupun non profit harus memiliki kualitas yang dapat diperlukan oleh
berbagai pihak pemangku kepentingan.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah menurut Halim (2002:143) merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaki ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah menjadi sebuah informasi yang
digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah. Akuntansi Pemerintahan
merupakan alat pencatatan keuangan negara berupa semua catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki oleh
pemerintah pusat sampai pada pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya untuk mengetahui akuntabilitas keuangan
negara serta pengawasan pengelolaan keuangan negara dan berguna untuk pengendalian laporan keuangan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar dari pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
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kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengelola keuangan desa harus berdasaran
asas-asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran sesuai dengan
aturan yang berlaku. Asas atau prinsip ini harus dijadikan pedoman untuk mengelola keuangan desa, agar
pengelolaan keuangan desa dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efektif dan efisien.

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris desa mengoordinasikan
penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa
yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Materi muatan peraturan Bupati/Wali Kota
memuat:

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa

Prinsip penyusunan APBDesa

Kebijakan penyusunan APBDesa

Teknis penyusunan APBDesa

Hal khusus lainnya. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan
peraturan desa tentang APBDesa.

o0 o

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan
melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi
pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah peraturan desa
tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa meliputi setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

b. Rencana Kerja Kegiatan Desa meliputi lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana
kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

c. Rencana Anggaran Biaya meliputi satuan harga untuk setiap kegiatan. Selanjutnya kaur dan kasi pelaksana
kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama enam
hari kerja setelah penugasan, setelah itu sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima
belas hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala desa menyetujui rancangan DPA
yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencataan
penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat
buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati atau wali
kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala
desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli
tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau wali kota
melalui camat setiap akhir tahun anggaran. 16 Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan:
a. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatan
c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
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Penelitian Terdahulu

Penelitian Pusung, D. (2021) bertujuan untuk mengetahui proedur pertanggungjawaban di Desa Tambala
apakah sudah sesuai dengan permendagri. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa prosedur pertanggunjawaban di desa Tambala sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan permendagri.

Penelitian Manaroinsong, M. (2021) bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa telah dilakukan
sesuai permendagri no. 20 tahun 2018. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Haisl penelitian menunjukan
pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018,

Penelitian Hidayah, Y. (2021) bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan di kabupaten situbono
apakah sudah berdasarkan permedagri dan peraturan bupati. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitan
menunjukan bahwa desa selokmuti belum sepenuhnya menegakan peraturan bupati dan permendagri.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang
menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Penelitian kualitatif menurut
Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam
tentang fenomena sosial secara alami.

Taemapat dan Waktu Penelitian
Tempat Lokasi Penelitian Pengelolaan APBDes ini dilakukan di Desa Watumea Kecamatan Eris

Kabupaten Minahasa, Sulawasi Utara. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2024.

a. Jenis Data
Jenis Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data ini merupakan data deskriptif yang berupa kata-
kata, dan biasanya hanya dalam bentuk variabel, gambar atau bisa juga berupa simbol.

b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer Data
yang diperoleh langsung dari Kepala desa atau hukum tua Ibu Vanne Sepang, dari sekretaris desa lbu Jelly
Ruru dan Bendahara desa Bapak Lucky Legoh lewat wawancara dan observasi langsung di kantor desa
Watumea. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang). Data sekunder
diperoleh melalui arsip, buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis yang
berkaitan dengan penelitian ini dengan tujuan menemukan teori-teori yang berkaitan dengan Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) di Watumea.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi
Observasi merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis, pola perilaku subjek (orang), objek
benda maupun kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu
yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-
hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi
aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian di pembatasan objek pengamatan dan dilakukan
pengamatan.

2. Wawancara
Penelitian dengan metode wawacara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data
yang diperlukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang baik antara
penulis dan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat.

3. Dokumentasi
Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan
berdasarkan perkiraan. Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui
wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan APBDes.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan desa watumea dimulai pada penyusunan RJPM (rancangan pembangunan jangka
menenganh), RKP (rancangan kerja pemerintah) dan RAB (rencana anggaran biaya). Sekertaris desa akan
menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes lalu akan disampaikan kepada kepala desa dan dibahas
Bersama BPD (Badan permusyawarahan desa). Pada tahap ini perencanaan pengelolaan keuangan desa watumea
dimulai dari RKP, rencana pembangunan tahunan, penataan REMPERDES dan penetapan APBDes. Kepala desa
dan sekertaris mengkoordinasi penyusunan rancangan APBDes berdasarakan RKPDes. APBDEs desa tahun
berkenan tidak sama seperti tahun sebelumnya karena terdapat prioritas dari kabupaten dan jika hasil dari evaluasi
tidak ditindak lanjutioleh kepala desa maka camat akan menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa pada
bupati yang berlaku pagu APBDes tahun sebelumnya. Proses perencanaan APBDes akan ditetapkan setelah
mendapat evaluasi kemudian akan dibahas dan disepakati dengan BPD. Kepala desa menyampaikan peraturan
desa dan peraturan kepala desa pada bupati maksimal 7 hari setelah ditetapkan. Setelah APBDes disepakati
bersama selanjutnya akan dilaporkan kepada bupati melalui camat setelah itu proses perencanaan pengelolaan
keuangan desa menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai APBDes, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Proses perubahan APBDesa dilakukan dalam keadaan atau waktu tertentu.

Tahap Pelaksanaan

Aset Pelaksanaan keuangan desa watumea baik itu penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan

peruntukkan aset pada saat penetapan RKPDes. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi RAB (Rencana
Anggaran Biaya) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa watumea
disesuaikan dengan tupoksi dari perangkat desa dan dalam proses pembuatan rekening kas desa, kepala desa dan
bendahara desa pergi ke bank yang telah ditunjuk dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam
pembuatan rekening. Nomor rekening kas desa dilaporkan ke bupati melalui dinas PMD.
Kaur dan kasi pelaksanaan anggaran menyusun DPA yang berisi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana
kerja kegiatan desa, lokasi, volume dan RAB dengan jangka waktu 7 hari. Rancangan DPA yang dibuat kaur dan
kasi diajukan ke sekretaris desa untuk diverifikasi setelah itu diajukan pada kepala desa untuk disetujui dan jika
terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa yang menyebabkan adanya perubahan anggaran maka
dilakukannya perubahan DPA dalam dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran.

Ada juga waktu yang dibutuhkan dalam perubahan peraturan desa tentang APBDesa karena mengacu
pada aplikasi SISKUDES jadi tergantung dengan kondisi jaringan yang tersedia, apabila kondisinya bagus maka
akan segera ditindak lanjuti. Proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ketika kegiatan sudah
terealisasi dengan mengumpulkan dokumen persyaratan pengajuan SPP yang terdiri dari bukti transaksi dan
pernyataan pertanggung jawaban belanja dalam jangka waktu 2-3 hari. Dokumen yang dilampirkan dalam
pengajuan SPP meliputi RAB, pernyataan pertanggung jawaban belanja, lampiran bukti transaksi. Kaur dan kasi
pelaksanaan kegiatan anggaran menyampaikan = laporan akhir realisasi pelaksanaan kegitan pada akhir tahun
anggaran maksimal bulan meret berikutnya.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara, kaur, kasi dan kepala desa dilakukan dengan menginput
penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara desa mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada tahap penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara desa,
kasi, dan kaur yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing dengan kegiatan yang dilakukan dalam
hal penatausahaan keuangan yaitu penerimaan bunga bank dan pengeluaran pajak. Bahwa dokumen pembantu
kas umum terdiri dari RAB, pengajuan, bukti pajak, dan transaksi. Kaur keuangan melaporkan buku kas umum
kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan desa watumea disampaikan oleh kepala desa ke bupati melalui dinas PMD dan camat
dengan mengumpulkan laporan realisasi kegiatan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan masingmasing bidang untuk disampaikan ke bendahara desa untuk diverifikasi oleh sekretaris desa
kemudian diajukan kepada kepala desa. Setiap pelaporan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menyampaikan
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laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui dinas PMD dan camat. Setiap pelaporan pengelolaan keuangan
desa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui Dinas PMD dan camat. Laporan
yang terdapat dalam laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan realisasi pendapatan belanja dan
pembiayaan. Pelaporan pelaksanaan APBDes mengenai kegiatan yang terealisasi telah disusun oleh kaur dan kasi
yang bertanggung jawab di bidang masing-masing untuk disampaikan ke bendahara desa kemudian diverifikasi
oleh sekretaris desa dan diajukan ke kepala desa.

Tahap pertanggungjawaban

Proses pertanggung jawaban terkait pelaksanaan realisasi APBDes dilaksanakan setiap akhir tahun
anggaran kepada bupati melalui camat dengan melampirkan laporan keuangan, laporan kegiatan terealisasi, dan
program yang masuk ke desa. Selain itu juga pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi anggaran
pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui media cetak berupa benner. Kepala desa melaporkan
pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggran kepada bupati melalui camat. Isi
dari laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa terdiri dari laporan keuangan, laporan kegiatan yang
terealisasikan, dan program yang masuk ke desa. Selanjutnya dengan penjelasan yang serupa terkait dengan
penyampaian realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat. Pemerintah desa menyampaikan
laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi.

Pembahasan
Analisis Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea berdasarkan
Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tahap Perencanaan
Tabel 1 Perecanaan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Vol.12 No.3 Juli 2024, Hal. 1523-1533

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Desa Watumea Hasil
penelitian

Pasal 31 Peralatan Desa watumea mengelola keuangan

1. Sekertasi desa mengkoordinasi penyusunan rancangan desa dengan merencanakan pendapatan dan
APBDes berdasarkan RKP belanja desaa yang anggarannya masuk pada

2. Materi peraturan bupati mencakup sinkronisasi, ﬁ;ggg?kies*}z V&%‘“”&;ﬁjugaan gﬁgﬁsukﬁj’%zg; Sesuai
prinsip, kebijakan, dan teknis penyusunan disusun menjadi peraturan desa tentang APBDes.

Pasal 32 Sekertaris desa  watumea  menyampaikan

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes rancangan APBDes kepada kepala desa beserta
disampaikan oleh sekertaris desa kepada kepala desa ~ BDP untuk dibahas dsn disepakati dalam

2. Rancangan peraturan desa tentang APBDes dibahas musyawarah.perolehan dapat diukur secara andal Sesuai
dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.

3. BPD menolak APBDes, maka desa pakai pagu tahun
sebelumnya  untuk  pengeluaran operasional
pemerintahan

Pasal 33 Kepala desa menyiapkan rancangan peeraturan

Kepala desa membuat rancangan peraturan kepala desa kepala desa mengenai penjabaran APBDes Sesuai

tentang APBDes dengan kesepakatan BPD .

Pasal 34 Kepala desa menyampaikan rancangan APBDes

Ranpers APBDes disampaikan kepala desa ke kepadacamat palinglambat 3 Sesuai

bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah

disepakati untuk evaluasi.

Pasal 35 Bila bupati tidak memberikan hasil evaluasi pada

1. Bupati/Wali Kota bisa mengundang kepala Desa dan peraturan desa dalam batas waktu yang sudah
aparat Desa saat evaluasi. ditentukan maka otomatis rancangan peraturan

2. Evaluasi disampaikan Ke Desa dalam 20 hari kerja desaakan berlaku Sesuai
setelah diterimanya rancangan.

3. Jika Bupati/Wali Kota tidak mengevaluasi tepat waktu,
peraturan Desa akan berlaku dengan sendirinya

Pasal 36 Di desa watumea keplaa desa tidak menindak

Jika hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa, lanjuti hasil evaluasi bupati, maks camat akan Sesuai

bupati/walikota membatalkan peraturan yang dimaksud Mengajukan usulan pembatalan perdes kepada

dengan keputusan bupati/walikota bupati
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Pasal 38

1. APB Desa hasil evaluasi disetujui sebagai Peraturan
Desa.

2. Aturan Desa mengenai APB Desa harus disahkan

maksimal 31 Desember tahun sebelumnya.

Rancangan APBDes yang sudad dievaluasi akan
ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat
tanggal 31 desember, lalu kepala desa akan
menyampaikan peraturan desa kepada bupati
melalui camat maksimal 7 hari setelah ditetapkan.

3. Kades menetapkan Rancangan Peraturan tentang Sesuai
penjabaran APBDes sebagai pelaksanaan Peraturan
Desa APBDes.
4. Kepala Desa harus sampaikan Peraturan Desa dan
Penjabaran APB Desa ke Bupati/Wali Kota dalam 7
hari kerja
Pasal 39 Didalam prose perencanaan, kepala desa
1. Kepla desa menyampaikan informasi mengenai APBDes menyampaikan informasi berupa APBDes,
pada masyarakat melalui media. pendapatan, ~ belanja  dan  pembiayaan Sesuai
2. Informasi tenatang APBDes, pelaksanaan kegiatan, tim Kepadamasyarakat melalui papan
pelaksana kegiatan dan alamat pengaduan. informasi/baliho.
Pasal 40 Kepala desa bisa melakukan perubahan satu kali
Pemerintah Desa dapat mengubah APB Desa jika terjadi dalam satu tahun atau lebih tapi pada keadaan Sesuai

peningkatan tau penurunan pendapatan Desa dalam tahun
anggaran, sisa penghematan belanja atau perhitungan
pembiayaan tahun sebelumnya digunakan tahun- depan,
perubahan harus dilakukan dalam bidang, subbidang,
kegiatan atau jenis belanja, dan penggunaan SiLPA tahun

tertentu, deperti harus dilakukan pergeseran antar
jenis belanja, penambahan atau pengurangan
pendaptan desa pada tahun berjalan dan adsanya
peristiwa khusus.

sebelumnya pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hasil analisis table perbandingan diatas, perencanaan desa watumea secara keseluruhan telah
sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Perencanaan pembangunan infrastruktur juga sudah mengikuti
aturan yang ada, seperti adanya musyawarah untuk membahas pembangunan untuk kemajuan desa agar bisa

bermanfaat bagi masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Tabel 2 Pelaksanan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Desa Watumea Hasil
penelitian
Pasal 43 Pelaksnaan pengelolaan keuangan dimulai dari RAB
1. Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dan SPP. Proses penerimaan dan pencairan
melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk menggunakan rekening kasndesa yang sudah memiliki Sesuai
bupati/walikota. layanan bank.
2. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa
dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
Pasal 47 Di desa watumea apabila terjadi perubahann peraturan
Jika ada perubahan aturan desa atau aturan kepala desa desa tentang APBDes dan mnyebabkan adanya
terhadap APBDes yang menyebabkan perubahan perubahan anggaran maka akan dilakukan perubahan  Belum
anggaran atau kegiatan, kepala desa memerintahkan DPA dokumen rencana kegiatan dan anggaran, sebab  sesuai
kaur dan kasi pelaksana anggaran untuk menyiapkan  dalam prosesnya mengacu dalam SISKUDES maka
rancangan DPPA. untuk waktunya tergantung dengan jaringan yang ada.
Pasal 48 Kaur keuangan desa watumea menyusun rancangan
1. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa RAK sesuai dengan DPA yang sudsh disampaikan
berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa. kepada kepla desa melalui sekertaris desa dan
2. Rancangan RAK desa disampaikan kepada kepala melakukan verifikasi rancangan RAK agar disetujui
desa melalui sekretaris desa. oleh kepala desa.
3. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap Sesuai
rencangan RAK desa yang diajukan kaur keuangan.
4. Kepala desa menyetujui rancangan RAK desa yang
telah diverifikasi sekretaris desa.
Pasal 49 Di desa watumea sudah memuat RAK desa yaitu
RAK desa memuat seluruh arus kas masuk dan keluar. meliputi arus kas masuk dan keluar serta pendapatan  Sesuai
belanja desa dan pembiayaan
Pasal 50 Desa watumea sudah meliputi penerimaan bank,tunai,  Sesuai
Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang bung serta penghasilan lainnya.
berasal dari pendapatan asli desa, tranfer dan
pendapatan lainnya
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Pasal 51 Arus kas keluar sudsh meliputi belanja, pajak,
1. Arus kas keluar termasuk pengeluaran belanja pembiayaan, admin bank. Proses itu harus diajukan

APBDes. surat perintah pembayaran ke kaur keuangan. Kepala
2. Pengeluaran harus memiliki bukti lengkap dan sah. desa, sekertaris, bendahara, kaur dan kasi bertanggung  Sesuai
3. Bukti disetujui kepala desa dan bertanggung jawab jawab untuk proses kas keluar.

atas kebenarannya. 4. Kaur dan kasi pelaksana

anggaran bertanggungjawab pengeluaran.
5. Kaur dan kasi gunakan buku pembantu untuk catat

pengeluaran anggaran
Pasal 56 Kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan menyampaikan
Kaur dan kasi harus melaporkan realisasi anggaran ke  laporan realisasi pada akhir tahun maksimal bulan  Belum
kepala desa paling lambat 7 hari setelah kegiatan selesai maret tahun berikutnya. sesuai
Pasal 57 Kaur dan kasi desa watumea tidak pernah menyusun
Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun anggaran tak terduga
RAB pelaksanaan dari anggaran tak terduga yang Belum
diusulkan kepada kepala desa melalui sekertaris desa sesuai
1. Penerimaan pembiayaan SiLPA tahun lalu (Pasal ~ Pengajuan DPA menjadi DPAL dilakukan ketika ada

25a) untuk: Menutup defisit anggaran, Membiaya rencana yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada

kegiatan tersisa atau lanjutan. Belum
2. Kaur dan kasi anggaran ajukan rancangan DPA ke sesuai

kepala desa jadi DPAL untuk dana kegiatan belum
selesai/lengkap (ayat 1b).

Berdasarkan hasil table perbandingan diatas, Pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa watumea
sebagian sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tapi dalam perubahan DPA dokumen rencana
kerja kegiatan dan anggaran preosesnya mengacu dalam sistem SISKUDES, selain itu didalam penyampaian
laporan akhir 51 realisasi kegiatan juga disampaikan pada akhir tahun anggaran maksimal pda bulan maret

Tahap Penatausahaan

Tabel 3 Penatausahaan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Desa Watumea Hasil penelitian

Pasal 63 Di desa watumea penatausahaan tidak hanya

1. Penatausahaan keuangan yaitu kaur keuangan dilakukan oleh bendahara tapi dilakukan juga
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. dengan kaur dan kasi desa watumea.

2. Penatausahaan dilakukan dengangan mencatat Penatausahaan juga sudah  dilaksanakan
penerimaan dan pengeluaran di buki kas umum pencatatan penerimaan dan pengeluaran dikas

umum.

Sudah ada buku pembantu kas tunai, pembantu

pajak, pembantu bank dan pembantu kegiatan

Sesuai

Pasal 64 Sesuai
Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas
umum yang terdiri dari: a. Buku pembantu bank; b.
Buku pembantu pajak; c. Buku pembantu panjar.

Pasal 66

Pengeluaran APBDes desa watumea dilakukan

1. Pengeluaran APBDes sesuai RAK desa yang

2.

disetujui kepala desa.
Pengeluaran beban APBDesdibuktikan dengan
kuitansi pengeluaran dan penerimaan

berdasarkan RAK. Dalam pengeluaran APBDES
harus ada bukti laporan hasil transaksi yang
ditandatangani oleh bendahara, kaur dan kasi
desa yang bertanggunjawab. Bendahara juga

Sesuai

melaporkan buku kas umum pada sekertaris
desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil table perbandingan diatas, Pengelolaan keuangan desa di desa watumea telah sesuai
dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam pelaporan pelaksanaan disampaikan setiap akhir bulan dan
maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, secara administrasi juga harus lebih ditingkatkan lagi karna dalam
pembuatan buku kas umum yang terdiri dari buku kas pembantu kas tunai, kegiatan, bank, dan pajak tapi yang
harus ada dalam Permendagri terdiri dari buku pembantu bank, pajak dan panjar.
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Tahap Pelaporan
Tabel 3 Pelaporan di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Desa Watumea Hasil
penelitian

Pasal 68 Kepala desa watumea telah menyampaikan
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama
APB  Desa semester pertama kepada kepada bupati melalui camat. Laporan yang ada di
Bupati/Walikota melalui Camat desa watumea didalamnya sudah termasuk
2. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari: laporan pelaksana APBDes dan laporan realisasi
a. Laporan pelaksanaan APB Desa kegiatan. Pemerintah desa dalam peloparan

b. Laporan realisasi kegiatan realisasi pelaksanaan APBDesa melakukan S ]

esuai

Kepala desa menyusun laporan sebagaimana
dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh
laporan paling lambat minggu kedua bulan juli
tahun berjalan

pelaporan secara semesteran. Semester pertama
dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun
berjalan dan laporan semester akhir tahun
dilakukan paling lambat akhir januari tahun

berikutnya

Berdasarkan hasil table perbandingan diatas, Pelaporan keuangan desa watumea telah sesuai dengan
Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam pelaporannya pemerintah desa watumea melalui kepala desa melaporkan
laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada pemerintah kabupaten/bupati melalui pemerintah
kecamatan/camat, dan laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan 55 APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
Kemudian pemerintah desa watumea melakukan pelaporan secara semesteran, semester pertama dilakukan paling
lambat bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambar akhir januari tahun
berjalan

Tahap Pertanggungjawaban
Tabel 3 Pertanggungjawaban di Desa Watumea dan Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Desa Watumea Hasil
penelitian
Pasal 70 Kepala desa watumea menyampaikan laporan
1. Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban petanggungjawaban APBDEs kepata bupati
APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap Melalui camat. Laporan realisasi APBDes terdiri
akhir tahun anggaran. dari laporan keuangan, kegiatan(realisasi) dan _
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan maksimal program atau kegiatan yang masuk di desa Sesual
3 bulan setelah akhir tahun anggaran.
3. Peraturan desa (pada ayat 2) disertai dengan:
a. Laporan keuangan terdiri dari
1. laporan realisasi APBDesa; dan
2. laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatan dan program sektoral,
daerah dan lain yang masuk ke desa
Pasal 72 Telah disampaikan kepada masyarakat melalui
1. Laporan dalam pasal 68 dan 70 diinformasikan kepada papan seperti balihio.
masyarakat melalui media kepada msyarakat. 2.
Infofrmasi memuat: Sesuali

a.Realisasi APBDes;

b.Laporan realisasi Kegiatan;

¢ Kegiatan yang selesai/belum selesai;
d.Anggaran yang tersisa;

e.Alamat pengaduan

Berdasarkan hasil table perbandingan, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah sesuai
dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Dalam pertanggungjawaban desa watumea menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APBdes kepada bupati melalui camat dan pemerintah desa watumea 57
menyampaikan laporsn realisasi anggarn pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui papan/balihio.

PENUTUP

Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pengelolaan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa hampir
sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban pada dasarnya sudah menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018, hanya saja di dalam
tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena dalam perubahan DPA menjadi
DPPA dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran prosesnya hanya mengacu pada aplikasi SISKUDES saja.
Selain itu laporan tentang realisasi kegiatan pelaksanaan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya
laporan ini harus disampaikan setelah selesai kegiatan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa: Perbaikan secara terus menerus adalah faktor dari program anggaran pendapatan dan
belanja desa, agar selalu mengikuti peraturanperatuean terbaru yang ada, agar pemerintah desa bisa mengelola
anggaran dengan baik. Pemahaman prinsip-prinsip seperti prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif
juga harus dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat agar bisa meningkatkan kreatifitas,
semangat, dan memberikan motivasi pada masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya: Sebaiknya untuk wawancara bisa menambah informan dan berbagai pertanyaan
untuk masyarakat desa dalam pengumpulan data, karena masyarakat desa yang merasakan langsung dampak
dari pembangunan pemerintahan desa dan juga masyarakat bisa menilai langsung bagaimana
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa.
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